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ABSTRAK

Nama : Mega Lestari

NPM : 2017310113

Judul : Hubungan Antara Good Governance Dengan Kepercayaan Publik Pada

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kota Cimahi.

Kepercayaan publik merupakan harapan positif warga terhadap kinerja aparatur
sipil negara yang berorientasi pada kejujuran dan integritas dalam proses
kepemerintahan. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kepercayaan
publik, salah satunya adalah penerapan good governance. penerapan good
governance merupakan prinsip-prinsip tata kelola kepemerintahan yang memiliki
sistem berlandasan dengan kepastian hukum, sistem kepemerintahan yang
dibentuk berdasarkan kebutuhan masyarakat dalam penyediaan pelayanan publik.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepercayaan publik, penerapan
good governance di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kota
Cimahi. Selain itu, bertujuan untuk mengetahui seberapa kuat hubungan antara
good governance dengan kepercayaan publik di Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial Kesehatan Kota Cimahi. Dalam mengukur kepercayaan publik, peneliti
menggunakan teori karakteristik kepercayaan public Robbins dan Coulter (2005),
dan teori karakteristik good governance United Nations Development Program
(UNDP) untuk mengukur penerapan good governance di Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial Kesehatan Kota Cimahi.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif dan
menggunakan analisis deskriptif dan analisis koefisien korelasi. Teknik
pengumpulan data yang digunakan yaitu kuesioner tertutup kepada sampel yaitu
100 masyarakat yang menggunakan layanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Kesehatan Kota Cimahi dengan menggunakan teknik sampling acak sederhana,
dan wawancara tersetruktur kepada tiga masyarakat sebagai pelengkap data
primer.

Hasil penelitian ini, menunjukan bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Kesehatan Kota Cimahi memiliki tingkat kepercayaan publik yang tinggi,
terutama pada kategori keterbukaan dan kompetensi. Kemudian, berdasarkan hasil
analisa data diketahui bahwa penerapan good governance pada Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kota Cimahi sangat baik. Selain itu,
berdasarkan hasil analisis koefisien korelasi diketahui bahwa terdapat hubungan
yang kuat antara Good Governance dengan Kepercayaan Publik Pada Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kota Cimahi.

Kunci: Kepercayaan publik, dan penerapan good governance.
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ABSTRACT

Name : Mega Lestari

NPM : 2017310113

Title : The Relationship Between Good Governance and Public Trust in the
Cimahi City Health Social Security Administering Body

Public trust is a positive expectation of citizens towards the performance of the
state civil apparatus which is oriented towards honesty and integrity in the
governance process. There are several factors that influence public trust, one of
which is the implementation of good governance. the application of good
governance is the principles of good governance that has a system based on legal
certainty, a government system that is formed based on the needs of the
community in the provision of public services. This study aims to determine the
level of public trust, the implementation of good governance in the Health Social
Security Organizing Agency of Cimahi City. In addition, it aims to find out how
strong the relationship between good governance and public trust is in the Cimahi
City Health Social Security Administering Body. In measuring public trust, the
researcher uses the theory of public trust characteristics of Robbins and Coulter
(2005), and the theory of the characteristics of good governance of the United
Nations Development Program (UNDP) to measure the implementation of good
governance in the Health Social Security Administering Body of Cimahi City.

In this study, researchers used a quantitative approach and used descriptive
analysis and correlation coefficient analysis. The data collection technique used is
a closed questionnaire to a sample of 100 people who use the services of the
Cimahi City Health Social Security Administering Agency using a simple random
sampling technique, and structured interviews with three communities as a
complement to the primary data.

The results of this study indicate that the Social Security Administration for
Health in Cimahi City has a high level of public trust, especially in the categories
of openness and competence. Then, based on the results of data analysis, it is
known that the implementation of good governance at the Health Social Security
Organizing Agency of Cimahi City is very good. In addition, based on the results
of the correlation coefficient analysis, it is known that there is a strong
relationship between Good Governance and Public Trust in the Cimahi City
Health Social Security Administering Body.

Key: Public trust, and implementation of good governance.
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BAB I

PENDAHULUAN

I.I. Latar Belakang

Kepercayaan publik merupakan persoalan yang krusial di setiap negara.

Dwiyanto, et al (2002), mengatakan bahwa pada era pasca orde baru yang disebut

juga era reformasi, persoalan kepercayaan publik terhadap pemerintah cenderung

rendah1. Kepercayaan publik memiliki peran penting dalam roda kepemerintahan.

Menurut Nyhan (2000), kepercayaan publik merupakan harapan positif warga

(sebagai trustor) bahwa birokrasi publik (sebagai trustee) memiliki integritas,

kompetensi, konsistensi dan loyalitas sesuai dengan harapan warga2.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kesehatan Kota Cimahi merupakan

badan hukum penyedia layanan publik di bidang kesehatan. Badan Penyelenggara

Jaminan Sosial Kesehatan merupakan pelayanan jasa publik yang tujuannya

menjamin agar seluruh masyarakat Indonesia memperoleh manfaat pemeliharaan

kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. 3 Visi

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yaitu untuk mewujudkan jaminan

Kesehatan yang berkualitas tanpa diskriminasi4. Bentuk pelayanan yang diberikan

4 BPJS Kesehatan. (2021) Tugas dan Fungsi [Online]. Tersedia di:
https://bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/pages/detail/2010/2 (Diakses: 20 Oktober 2021)

3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
2 Ulber, S, Ibid.168.

1 Ulber, S. (2011), ‘Kepercayaan Publik Kepada Pemerintah Daerah Pasca Orde Baru.’ [Online].
Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Vol 11 No 2. Tersedia di:
https://jiana.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIANA/article/view/1083/1076. (Diakses: 9.11.2021)

1

https://bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/pages/detail/2010/2
https://jiana.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIANA/article/view/1083/1076


oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yaitu pelayanan kesehatan

tingkat pertama, pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan, pelayanan

persalinan, pelayanan gawat darurat, pelayanan ambulan bagi pasien rujukan

dengan kondisi tertentu, pemberian kompensasi khusus bagi peserta di wilayah

tidak tersedia fasilitas kesehatan memenuhi syarat.5 Untuk mencapai tujuan Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, sebagaimana yang telah dijelaskan

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan bertugas, sebagai berikut:

1. Melakukan dan/tau menerima pendaftaran peserta

2. Memungut dan mengumpulkan iuran dari peserta dan pemberi kerja.

3. Menerima bantuan iuran ddari pemerintah

4. Mengelola dana jaminan sosial untuk kepentingan peserta BPJS

5. Mengumpulkan dan mengelola data peserta program jaminan sosial

6. Membayar manfaat dan/atau membiayai pelayanan Kesehatan sesuai dengan

ketentuan programm jaminan sosial.

7. Memberikan informasi mengenai penyelenggaraaan program jaminan sosial

kepada peserta dan masyarakat.6

Kepercayaan publik terhadap aparatur negara akan mewujudkan hubungan

antara pemerintah dan masyarakat yang baik. Kepercayaan publik adalah

pelayanan publik, (Lewis dan Gilman: 2005).7 Rendahnya kepercayaan publik

kepada pemerintah terutama karena buruknya pelayanan publik8. Organisasi

8 Riant, N. Ibid. 168
7 Riant, N. (2019) Manajemen Pelayanan Publik. Edisi ke 3. Depok: Rajawali Pers. 22.
6 BPJS Kesehatan. Loc.cit
5 BPJS Kesehatan. Loc.cit.
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publik terutama organisasi dalam bidang pemberi layanan publik (public service)

perlu memberikan pelayanan yang berkualitas karena pelayanan publik

merupakan salah satu aspek yang dapat meningkatkan kepercayaan publik,

pelayanan publik yang baik merupakan salah satu bentuk dari sistem

kepemerintahan yang baik. Robbins dan Coulter (2005) mengklasifikasikan

kepercayaan publik berdasarkan karakteristik dari trustee yaitu integritas,

kompetensi, konsistensi, loyalitas, dan keterbukaan9.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kota Cimahi merupakan

salah satu organisasi publik, oleh karena itu tingkat kepercayaan dari masyarakat

sangat penting. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kota Cimahi

merupakan organisasi publik yang bertugas dalam memberikan fasilitas di bidang

kesehatan, salah satu program kinerjanya adalah Program Jaminan Kesehatan

Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) dalam proses penyelenggaraan tugas

tersebut diketahui bahwa program tersebut pada tahun 2017 terus berkembang

pesat hingga mencapai 1.355.911 jiwa10. Pencapaian kinerja tersebut dikarenakan

komitmen dari setiap pegawai dan aktor pemerintah daerah dengan memberikan

dukungan dalam bentuk biaya atau dana, dan perluasan akses pelayanan melalui

penyediaan fasilitas Kesehatan11. Maka dapat disimpulkan bahwa berdasarkan

telaah literatur peneliti mendapatkan informasi positif yaitu pegawai memiliki

11 JabarEkspress.com. Ibid.

10 JabarEkspress.com. (2017) Capaian Program JKN-KIS BPJS Kesehatan Cabang Cimahi Terus
Meningkat. [Online]. Tersedia di:
https://jabarekspres.com/berita/2017/08/22/capaian-program-jkn-kis-bpjs-kesehatan-cabang-ci
mahi-terus-meningkat/. (Diakses: 11 Mei 2022)

9 Ulber, S. (2021) Membangun Kepercayaan Publik Kepada Pemerintah. Edisi pertama. Jawa
Timur: Uwais Inspirasi Indonesia. 51.
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integritas yang baik, integritas merupakan aspek pendorong tingkat kepercayaan

public, (Robbins dan Coulter: 2005). 12Menurut Ulber Silalahi (2015), masalah

penelitian tidak selalu bersifat negative tetapi dapat bersifat positif13.

Selain itu, untuk mengidentifikasi tingkat kepercayaan publik pada Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kota Cimahi, peneliti juga melakukan

wawancara kepada tiga masyarakat yang menggunakan layanan Kesehatan di

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kota Cimahi, sebagai berikut:

Pendapat Masyarakat,

“Kalau menurut saya, atau yang saya rasakan ketika saya menerima layanan
BPJS ini, pegawainya sangat berkomitmen dan juga terbuka terutama terkait
informasi-informasi yang saya butuhkan. Seperti saat, saya menanyakan
bagaimana cara saya untuk melakukan pendaftaran progam JKN-KIS.
Pegawainya juga dalam pemberian layanan yang saya rasa ramah dan sopan
jadi menurut saya loyalitasnya sudah berperilaku baik. Tetapi kadang suka
lama. Pegawainya juga sudah melayani kebutuhan saya dengan sesuai apa
yang saya minta sebagai pengguna, jadi menurut saya pegawainya memiliki
kompetensi baik karena sudah melaksanakan tugas yang seharusnya. Kalau
terkait integritas sih, sudah karena pelayanannya juga pegawainya
professional dan jujur kalau saya tanya informasi dijawab dengan jelas
menurut saya”14

Pendapat Masyarakat lainnya,

“Pemberian layanannya ya. Menurut saya, pegawainya sangat berintegritas
terkait perilakunya, bekerja professional dan bertanggung jawab.
Pegawainya juga murah senyum dan sopan jadi sudah menggambarkan
perilaku loyalitas sih menurut saya. Pegawainya juga sudah sesuai melayani
yang saya butuhkan, Tapi kurang cekatan, kadang saya harus menunggu
rada lama, jadi kemampuannya belum optimal. Terutama layanan dari
aplikasi mobile JKN jujur saja saya kesulitan, aplikasinya suka error, kalau

14 Hasil wawancara pada 1 Mei 2022.

13 Ulber, S. (2015), Metode Penelitian Sosial Kuantitatif, Edisi Ke-4. Bandung: PT Refika
Aditama, 53.

12 Ulber, S. (2021) Membangun Kepercayaan Publik Kepada Pemerintah. Edisi pertama. Jawa
Timur: Uwais Inspirasi Indonesia. 51.
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sudah error biasanya dialihkan ke akun whatsapp BPJSnya tapi jadi
dipersulit dan lama. Jadi menurut saya, aplikasinya (mobile-JKN) harus
diperbaiki sehingga masyarakat yang butuh pelayanan jadi lebih mudah dan
cepat. Jadi tingkat kepercayaan publiknya juga jadi meningkat”15

Pendapat Masyarakat lainnya,

“Pegawainya bersikap professional dalam memberikan layanan dan ramah
juga, jadi sudah berintegritas. Tetapi masih kurang tanggap dalam melayani ,
jadi kompetensi dan konsistensi belum optimal. Selain itu, menurut saya
perlu adanya perbaikan dalam pelayanan melalui aplikasi karena aplikasinya
sering error dan lagi perlu adanya bimbingan untuk orang tua seperti saya,
jadi menurut saya harus ditingkatkan lagi sih kemampuannya supaya
melayaninya bisa lebih optimal. Dan masyarakat juga jadi gak akan malas
dan kesulitan mendaftarnya. Kalau keterbukaan, Menurut saya terkait
keterbukaan sudah optimal. ”16

Berdasarkan hasil wawancara kepada tiga narasumber, tingkat kepercayaan

publik pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kota Cimahi dinilai

cukup rendah, hal ini dikarenakan. Pertama, terdapat narasumber menilai bahwa

penyelenggara pelayanan dinilai kurang cepat dan pelayanan kesehatan melalui

aplikasi mobile-JKN sering mengalami kendala (error system). Pelayanan melalui

mobile-JKN yang dinilai masih kurang baik, menandakan bahwa sistem aplikasi

yang ada belum optimal. Kedua, dengan adanya aplikasi mobile-JKN masyarakat

mendapatkan kesulitan untuk mendapatkan layanannya hal ini dikarenakan

terdapat masyarakat yang tidak memahami penggunaan aplikasi tersebut, artinya

penyelenggara pelayanan dinilai kurang terampil atau inisiatif. Artinya pegawai

BPJS Kesehatan Kota Cimahi perlu untuk meningkatkan kompetensi dan

konsistensinya. Terutama pada penyelenggara pelayanan dibidang teknologi yang

bertugas untuk mengelola aplikasi mobile-JKN perlu untuk meningkatkan

16 Hasil wawancara pada 1 Mei 2022.
15 Hasil wawancara pada 1 Mei 2022.
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kompetensi dan konsistensinya, sehingga pelayanan melalui aplikasi mobile-JKN

akan tersampaikan kepada masyarakat dengan optimal, dan masyarakat tidak

perlu menunggu lama dalam mendapatkan layanannya.

Ada beberapa pendapat ahli yang membuktikan bahwa kepercayaan publik

berhubungan erat dengan good governance. Penerapan tata kelola pemerintahan

yang baik (good governance) dapat meningkatkan kepercayaan publik karena

good governance akan mendorong pelayanan publik yang berkualitas, pelayanan

yang berkualitas akan menghasilkan kepuasan masyarakat yang akan

meningkatkan kepercayaan publik. Kepercayaan publik adalah sebagian dasar

untuk mewujudkan good governance, Riant, Nugroho: 2017). 17 Selain itu,

kepercayaan publik dan good governance adalah konsep yang berbeda, namun

mereka terkait satu sama lain dan tidak dapat dibandingkan secara langsung

(Bouckaert dan Van de Walle, 2003).18 Maka dapat disimpulkan bahwa good

governance berhubungan dengan kepercayaan publik.

Good governance merupakan konsep tata kelola pemerintahan yang

digunakan oleh negara-negara berkembang. Suatu pemerintahan yang baik atau

buruk dipengaruhi oleh lingkungan tradisi negara dan institusi dimana otoritas

dijalankan19. Menurut United Nations Development Program (UNDP), good

19 World Government Indicators. World Government Indicators [Online]. Tersedia di:
https://info.worldbank.org/governance/wgi/Home/Documents#doc-intro. (Diakses: 29
September 2021)

18 Ari Salminen and Rinna (2010). Trust, good governance and unethical actions in Finnish public
administration [Online]. Emerald: International Journal of Public Sector Management Vol. 23
No. 7. Tersedia di:
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/09513551011078905/full/pdf?title=trust
-good-governance-and-unethical-actions-in-finnish-public-administration. (Diakses: 20
september 2021) 650.

17 Riant, N. (2019) Manajemen Pelayanan Publik. Edisi ke 3. Depok: Rajawali Pers. 21.
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governance adalah penerapan kekuasaan politik, ekonomi, dan administrative

untuk mengelola urusan suatu bangsa pada semua tingkat20. Good governance

merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan

penyediaan publik goods and service disebut governance (pemerintah atau

kepemerintahan), secara dengan praktik terbaiknya disebut good governance,

(Sedarmayanti, 2012),”21 Good Governance sangat penting untuk di terapkan

dalam sebuah negara, terutama dalam organisasi publik. Dengan menerapkan

good governance akan menghasilkan aparatur negara yang berintegritas dan

pelayanan yang optimal yang akan mendorong kepercayaan publik.

United Nations Development Program (UNDP) atau Badan Program

Pembangunan Internasional merupakan sebuah organisasi advokasi untuk

memberantas kemiskinan dan mengurangi ketidaksetaraan., serta membantu

negara-negara untuk mengembangkan kebijakan, keterampilan kepemimpinan,

kemampuan bermitra, kemampuan kelembagaan, dan membangun ketahanan

untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.22 United Nations

Development Program (UNDP), mengajukan prinsip-prinsip sebuah negara yang

menerapkan good governance yaitu partisipatif, penegak hukum, transparansi,

responsive, berorientasi pada consensus, kesetaraan/Non-diskriminatif, efektif dan

22 UNDP. (2021). Our Mission, Our Goals, Our Mandate [Online]. Tersedia di:
https://www.undp.org/about-us (Diakses: 21 Oktober 2021)

21 Aty, U. (2016) ‘Pengaruh Pelaksanaan Prinsip-prinsip Good governance terhadap kinerja
pelayanan publik pada Badan Pertahanan Nasional (BPN)Kota Ambon.’ Jurnal Ilmu
Pemerintah Vol 6 No. 1 [Online]. Tersedia di:
https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/31/29. 2. (Diakses 21 Oktober
2021).

20 Riant, N. (2019) Manajemen Pelayanan Publik. Edisi ke 3. Depok: Rajawali Pers. 165.
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efisien, akuntabilitas, dan tujuan strategis. Dalam penelitian ini, peneliti akan

menggunakan metode prinsip-prinsip good governance United Nations

Development Program (UNDP) untuk menilai tata kelola kepemerintahan di

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kota Cimahi.

Untuk mengidentifikasi good governance pada Badan Penyelenggara

Jaminan Sosial Kesehatan Kota Cimahi. Peneliti melakukan wawancara kepada

tiga masyarakat yang menggunakan layanan Kesehatan di Badan Penyelenggara

Jaminan Sosial Kesehatan Kota Cimahi, sebagai berikut:

Pendapat Masyarakat,

“Menurut saya, terkait partisipasi… mungkin kaya ketika saya
menyampaikan keluhan atau permintaan pada layanannya kali ya, menurut
saya BPJS Kesehatan Kota Cimahi cukup menerima jadi sudah memberikan
hak kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi. Penegakan hukumnya juga
jelas menurut saya, kan kita juga bisa lihat di website atau di kantornya juga
suka ada pamphlet atau sepanduk terkait peraturan-peraturan yang
menaungi BPJS Kesehatan ini. Selain itu, menurut saya BPJS Kesehatan
kota cimahi juga sudah terbuka dan transparansi terkait informasi layanan
dan juga memenuhi kebutuhan saya dalam memberikan layanan. Paling rada
lama kalau meminta layanan. Pegawainya juga adil sih kalua memberi
layanan. Menurut saya juga tujuan BPJS Kesehatan Kota Cimahi dalam
bidang Kesehatan ini juga jelas.”23

Pendapat Masyarakat lainnya,

“Partisipasi, menurut saya BPJS Kesehatan Kota Cimahi telah memberikan
hak kepada kami sebagai masyarakat terutama yang menerima layanan
untuk memberikan saran dan keluharan. Dalam memberikan layanan BPJS
Kesehatan Kota Cimahi sudah memberikan layanan yang adil. BPJS
Kesehatan Kota Cimahi juga selalu terbuka dalam memberikan
informasi-informasi baik ketika menanyakan langsung kepada pegawai jadi
sudah terbuka dan transparansi menurut saya. Pegawai BPJS Kesehatan
Kota Cimahi juga memberikan layanan sesuai dengan kebutuhan dan

23 Hasil wawancara pada 10 Mei 2022
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permintaan saya sejauh ini. Dan visi/ misi yang dirangcang sudah terstruktur
dengan jelas jadi tujuan strategisnya jelas.”24

Pendapat Masyarakat lainnya,

“Sejauh ini yang saya rasakan, BPJS Kesehatan Kota Cimahi selalu
memberikan layanan dan informasi yang sesuai dengan kebutuhan saya dan
informasinya terbuka. Peraturan-peraturannya jelas dan adil dalam memberi
layanan. Partisipasi paling saya pernah menyampaikan keluhan di website
mobile JKN nya aja. Pelayanannya juga sesuai kebutuhan saya jadi sudah
efektif dan efisien menurut saya, walaupun suka lama. Dalam pemberian
layanan publik kepada masyarakat juga menurut saya adil-adil aja sih dan
ramah. Terkait tujuan strategis, menurut saya jelas visi/misinya.” 25

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, peneliti mendapatkan respon yaitu

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kota Cimahi telah menerapkan

good governance dengan cukup baik di dalam organisasinya, sebagai berikut:

Pertama, diketahui berdasarkan hasil wawancara kepada tiga masyarakat bahwa

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kota Cimahi selalu memberikan

informasi-informasi yang lugas, artinya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Kesehatan Kota Cimahi sudah menerapkan nilai akuntabilitas dan transparansi.

Kedua, dalam bekerja pegawai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan

Kota Cimahi selalu bersikap adil kepada masyarakat dan memberikan layanan

sesuai dengan kebutuhan masyarakat, artinya BPJS Kesehatan Kota cimahi sudah

efektif/efisien dan tidak diskriminasi. Ketiga, Badan Penyelenggara Jaminan

Sosial Kesehatan Kota Cimahi penegakan hukumnya jelas tertera di website atau

di kantornya terdapat pamphlet atau sepanduk terkait peraturan-peraturan yang

25 Hasil wawancara pada 10 Mei 2022
24 Hasil wawancara pada 10 Mei 2022
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manaungi BPJS Kesehatan ini dan pegawai memberi layanan dinilai selalu sesuai

dengan berlandaskan pada aturan-aturan dan hukum, artinya Badan Penyelenggara

Jaminan Sosial Kesehatan Kota Cimahi penegakan hukumnya dinilai jelas.

Keempat, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kota Cimahi memiliki

visi dan misi yang jelas sehingga tujuan organisasinya sudah jelas dan terstruktur.

Kelima, akan tetapi terdapat masyarakat yang mengatakan bahwa BPJS Kesehatan

Kota Cimahi masih kurang cepat tanggap dalam memberikan layanan, artinya

BPJS Kesehatan Kota Cimahi kurang responsive.

Mengacu pada uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa good governance

memiliki hubungan erat dengan kepercayaan publik. Dengan menerapkan good

government pada tata kelola pemerintah di sebuah negara atau organisasi publik

akan meningkatkan kualitas kepercayaan public, begitupun kepercayan public

yang tinggi menunjukan bahwa organisasi publik telah menerapkan good

governance yang optimal. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti tertarik

untuk meneliti tentang hubungan antara good govermenet terhadap kepercayaan

publik di suatu organisasi publik, dengan judul penelitian “Hubungan Antara

Good Governance Dengan Kepercayaan Publik Pada Badan Penyelenggara

Jaminan Sosial Kesehatan Kota Cimahi.”

1.2. Rumusan Masalah

Kepercayaan publik merupakan harapan positif warga terhadap kinerja

aparatur sipil negara yang berorientasi pada kejujuran dan integritas dalam proses
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kepemerintahan. Kepercayaan publik memiliki peran penting dalam roda

kepemerintahan. Robbins dan Coulter (2005) mengklasifikasikan kepercayaan

publik berdasarkan karakteristik dari trustee yaitu integritas, kompetensi,

konsistensi, loyalitas, dan keterbukaan26. Berdasarkan uraian pada latar berlakang

tingkat kepercayaan publik pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan

Kota Cimahi, dinilai cukup rendah, hal ini dikarenakan kemampuan

penyelenggaraan pelayanan belum optimal yaitu terdapat penyelenggara

pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kota Cimahi dinilai

kurang cepat dalam memberikan layanan baik secara langsung dan pelayanan

melalui mobile-JKN dinilai masih kurang baik, yang artinya pegawai/

penyelenggara pelayanan dibidang teknologi yang bertugas mengelola aplikasi

mobile-JKN perlu untuk meningkatkan kompetensi dan konsistensinya. Ada

beberapa pendapat ahli yang menunjukan bahwa ada hubungan erat antara good

governance dengan kepercayaan publik karena Tinggi atau rendahnya

kepercayaan publik didorong oleh beberapa penerapan good governance,

Bouckaert dan Van de Walle (2003), kepercayaan publik dan good governance

adalah konsep yang berbeda, namun mereka terkait satu sama lain dan tidak dapat

dibandingkan secara langsung.

Berdasaran rumusan masalah tersebut diajukan pertanyaa penelitian,

sebagai berikut:

26 Ulber, S. (2021) Membangun Kepercayaan Publik Kepada Pemerintah. Edisi pertama. Jawa
Timur: Uwais Inspirasi Indonesia. 51.
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1. Seberapa tinggi tingkat kepercayaan publik pada Badan Penyelenggara

Jaminan Sosial Kesehatan Kota Cimahi?

2. Seberapa optimal penerapan good governance pada Badan Penyelenggara

Jaminan Sosial Kesehatan Kota Cimahi?

3. Seberapa kuat hubungan antara Good Governance dengan kepercayaan

publik pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kota Cimahi?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini, peneliti menguraikan sebagai berikut:

1. Diketahui tingkat kepercayaan publik pada Badan Penyelenggara Jaminan

Sosial Kesehatan Kota Cimahi.

2. Diketahui tingkat penerapan good governance pada Badan Penyelenggara

Jaminan Sosial Kesehatan Kota Cimahi.

3. Diketahui besaran kekuatan hubungan antara Good Governance dengan

kepercayaan publik pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan

Kota Cimahi.

1.4. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, manfaat penelitian terdapat dua manfaat penelitian yaitu

manfaat teoritis (akademis) dan manfaat praktis (terapan), sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
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Secara teoritis, peneliti berharap penelitian ini dapat bermanfaat untuk

bidang ilmu organisasi publik dan manajemen publik.

2. Manfaat Praktis

Dari segi praktis, diharapkan penelitian ini dapat menjadi ilmu mengenai

good government dalam meningkatkan kepercayaan public di instansi publik.

1.5. Sistematika Penulisan

Berikut sistematika penulisan dalam penelitian ini:

BAB I PENDAHULUAN. Pada bab ini, peneliti akan memaparkan mengenai

latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, pertanyaan penelitian,

tujuan penelitian dan sistematika penulisan dalam penelitian ini.

BAB II RANCANGAN PENELITIAN. Pada bab ini peneliti akan

memaparkan mengenai kerangka penelitian atau desain penelitian yang akan

digunakan dalam penelitiani mengikuti anjuran dari ahli Neuman.

BAB III KERANGKA TEORITIK. Pada bab ini, peneliti akan memaparkan

mengenai teori-teori yang terkait dalam variabel penelitian. Selain itu, peneliti

juga akan memaparkan mengenai model penelitian dan hipotesis penilitian ini.

BAB IV METODE PENELITIAN. Pada bab ini, peneliti akan memaparkan

mengenai metode pengumpulan data yang akan digunakan untuk menjawab

pertanyaan dalam penelitian ini.
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BAB V ANALISIS HASIL DAN INTERPRETASI. Pada bab ini,

dipaparkan mengenai hasil analisis dengan menggunakan analisis data dan

prosedur statistik, hasil yang dipaparkan mengenai profil respondent dan besaran

hubungan atau hubungan asosiasional antara variabel independent dengan variabel

dependent.

BAB VI PEMBAHASAN. Pada bab ini, dipaparkan lebih mendalam dari

hasil perhitungan kuantitatif dari hasil analisis, kedalam kalimat-kalimat yang

akan dipaparkan pada bab ini.

BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN. Terakhir pada bab ini, peneliti

memaparkan kesimpulan dari hasil keseluruhan penelitian dan saran-saran yang

dapat menjadi solusi.

DAFTAR REFERENSI. Informasi mengenai data sekunder dan data primer

yang digunakan peneliti selama melakukan penelitian.

LAMPIRAN. Pada bab ini, peneliti menguraikan data-data penelitian dan

surat-surat penelitian.
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